PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI PESAWARAN
NOMOR?7 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANAAN TEKNIS
DAERAH SA'TUAN PENDIDIKAN PADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN PESAWARAN

BUPATI PESAWARAN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan Ketentuan Pasal 7
Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 4 Tahun 2021
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kabupaten Pesawarar ditetapkan oleh Bupati:

D. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
huruf a tersebut diatas, dalam rangka mendukung pelaksanaan
tugas teknis oprasional dan/atau teknis penunjang Dinas dan
Badan Daerah dalam meningkatkan pelavanan kepada
masvaraka® di daeral: agar berjalan lancar, tertil:; berdavaguna.

dar. berhasilguna perlu menetapkannya dengan Peraturan
Bupat;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan s:bagaimana dimaksud
nuruf a dan huruf b di atas, dipandang perlu membentuk
Peraturan Bupati tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata
Kerja Unit Pelaksanaan Teknis Daerah Satuan Pendidikan Pada
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesawaran:

Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembarar Negara Republik Indonesia Nomor 4438):

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2007 ientang Pembentukan
Kabupaten Pesawaran di Provinsi Lampung (Lembaran
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 99

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4749):

Negara
Tambahan

G undang Nomor 12 Tahun 201 tentang Pembentukan Peraturan
Pr:runclany,-ur:darwgﬂn (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 201) Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 9234), sebagaimana telgh diubah dengan
Undang-lUUndang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas
Undang-tindang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangﬂn (Lemibaran Ne

indonesi Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran N
Republik Indonesia Nomor 6398); egara
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Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 201}4
Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indunesla

Nomor 5494);

Jndang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014

Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Ijndmneai‘a
Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir

dengan Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta
Kerja (Lembaran Negara Republix Indonesia Tahun 202_0
Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesig

NMEYITIOH ty %.'_

Undang Nomor 12 Tahun 201 tentang Pembentukan Peraturan

Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Ind{}nesja
Tahun 201! Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik

(ndonesia Nomor 5234, sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukefn
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 6398);

7. Undarig-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5494);

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomar 244 Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia

NOmor 0587). sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang- Undarg Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta
Kerna (Lemoaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 6573);

9. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Administrasi
Pemerintahan  (Lembaran Negara  Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5601);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016

Nomior 114, Tambahan [#mbaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2019 tentang

Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016

tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 187. Tambahan lembaran Negara

Pl I doiesia Nomor b102),

D Peraturan Pemenntah Nomor 12 Tahun 2019 tentang

Pcngaln!_aa.r: Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
[ndonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 6322);
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12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120
Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produlk
Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018

Nomor 157);

I3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Peanmian Yembentukan dan hlasifikasi Cabang Oinas dar Ungt
Pelaksana Teknis Daerah,

l3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang
Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur, Perencanaar
Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 4 Tahun 2021
(enitang  Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Tahun 2021 Nomor Tambahan

16. Peratulranl Bupati Nomor Tahun 2021 tentang Kedudukan,
Organisasi Tugas Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan dan
Kebudaya.an Kabupaten Pesawaran;

2. Bupati edalah Bupati Pesawaran.

3. Dinas Pendidikar dan Kebuda .
. | A ' yaan Kabupaten Pesawaran an ' r
disebut Dinas adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan KabupgténgPessealiE;T}a

dan
[

L |"!'.
5 s

Ifar,au kegiatan teknis Penunjang tertenty 'pada Dinas Pendidikan dan

-*'-1 Y ey F Lo -
ceavaan Kabiipaten Pesawaran

bLerbent ik Satuan P 1
: Salus endidikan Formal hr
Kabupaten P iawargs dan Satyan Pendidikan Non Formal dj

~ud
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Menetapkan

12. Peraturan Menteri Dalam Negen Nomor 80 Tahun 2015 tentang

Pembentulan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036, sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120
Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk

Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018
Nomor 157);

13 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang

FELOMan “emoeniuhan dan Klasifikasy Cabang ownas dar Unat

Pelaksana Teknis Daerah.
15, Peraturan Menten Dalam Negen Nomor 90 Tahun 2019 tentang
Klasifikasi. Kodefikasti dan Nomenklatur, Perencanaarn

Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik
indonesia Tahun 2019 Nomor 1447},

15. Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 4 Tahun 2021

tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah

(Lembaran Daerah Kabupaten Tahun 2021 Nomor Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Nomor 93 );

16. Peraturan Bupati Nomor Tahun 2021 tentang Kedudukan,
Organisasi Tugas Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan Kabupaten Pesawaran:

PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA

TEKNIS DAERAH SATUAN PENDIDIKAN PADA DINAS PENDIDIKAN
DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PESAWARAN.

BAB 1
KETENTUAN UMUM

Pasal ]

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1.
2.
3.

ts

Daerah adalah Kabupaten Pesawaran.
Bupati adalah Bupati Pesawaran.

Dinas Pendidikar dan Kebudayaan Kabu _ _ y
disebut Dinas adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesawaran.
Kepala Dinas adalah Ke

pala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten
Pesawarar;.

elaksanakan kegiatan teknis operasional

dan/atau kegiatan teknis Peénunjang tertentu pada Dinas Pendidikan dan

Rebudavaan Kabupaten Pesawaran

Saruan Pendidikan adalah Urnit Pelaksana Teknis Daerah Satuan Pendidikan
:?{*rucntuk Satuan Pendidikan Formal dan Satuan Pendidikan Non Formal di
Kabupaten Pesawaran.

Satuan Pendidikan Formai y
Layanan Pendidikan yang men

ang selanjutnya disingkat SPF adalah Aelompok
Pendidikan Anak Usia Dini

ycl:nggarakan Program Pendidikan Formal meliput)
dan Pendidikan Dasar. ~
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10.

12

13.

14.

i 3

16.

(2)

Satuan Pendidikan Non Formal yang selanjutnya disingkat SPNF adalan

Kelompok Layanan Pendidikan yang menyelenggarakan Program Pendidikan Non
Formal.

Kepala Satuan Pendidikan adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Dacrah Satuan
Pendidikan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesawaran.

Satuan Pendidikan Formal Taman Kanak-kanak Negeri yang selanjutnya
disingkai SPF TK Negeri adalah Satuan Pendidikan Formal Taman Kanak-kanak

vergreer @ agprlepeeed ey Pesan sram

Satuan Pendidikan Formal Sekolah Dasar Negen yang selanjutnya disingkat SPF

SL Neger adalah Satuan Pendidikan Formal Sekolah Dasar Negeri di Kabupaten
Pesawaran.

Satuan Pendidikan Formal Sekolah Menengah Pertama Negen yang selanjutnya
disingkat SPF SMP Negeri adalah Satuan Pendidikan Formal Sekolah Menengah
Pertama Negeri di Kabupaten Pesawaran.

Satuan Pendidikan Non Formal Sanggar Kegiatan Belajar yang selanjuinya
disingkat SPNF SKB adalah Satuan Pendidikan Non Formal Sanggar Kegiatan
Belajar di Kabupaten Pesawaran yang merupakan kelompok layanan pendidikan
yang menyelenggarakan program pendidikan non formal.

Program Pendidikan Non Formal! yang selanjutnya disingkat Program FNF adalah
layanan pendidikan yang diselenggaraken untuk memberdayakan masyarakat
melalui pendidikan kecazkapan hidup, pendidikan anak usia dini, pendidikan
kepemudaan, pendidikan pemberdayaan perempuan, pendidikan Kkeaksaraan,
rendidikan ketrampilann dan pelatihan Kkerja, pendidikan Kkesetaraan, serta
poab T ma s et sang ditupakar. uptiak omengembangkan kemampuan pesera

elitiim

Program Pendidikan Anak Usia Dini yang selanjutnya disingkat Program PAUD
adalah program pendidikan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai
dengan usia 5 (enam) tahun yang dilakukan melalui pembernan rangsangan
pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan
rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.

Jabatan Fungsional adalah sekeiompok jabatan yang bens! fungsi dan tugas

berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan atau
keterampilan tertentu,

BAB Il
PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Feraturan Bupati ini dibentux UPTD Bidang Pendidikan berupa Satuan

Pendidikan rada Dinas terdin atas -
a Sk TK Negen.

L. SPF 5D Negen,

c. SPF SMP Negeni; dan

d. SPNF Sanggar Kegiatan Belajar.

Nur:l?enklatur UPTD Satuan Pendidikan tercantum pada Lampiran | sebagai
bagian vang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
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(1)

(2)

(1)

(2)

BAB III
KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu
Kedudukan

Pasal 3

UITD Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan
unsur peiaksana teknis Dinas yang melaksanakan :

a. kegiatan teknis operasional: dan /atau

b. kegiatan teknis penunjang tertentu,

UPTD Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh
Kepala UPTD Satuan Pendidikan.

Kepala UPTD Satuan Pendidikan Formal adalah Kepala Sekolah yang
berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Kepala UPTD Satuan Pendidikan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2]
merupakan jabatan fungsional guru bagai SPF dan pamong belajar bagi SPNF

sesual dengan ketentuan perundang-undangan yang berkedudukan di bawah dan
bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 4

Susunan Organisasi UPTD Satuan Pendidikan terdiri dari :
a. kepeala Sekolah;

b. Kelompok .Jabatan Fungsional: dan

¢. Kelompok uabatan Pelaksana.

Bagan Susunan Organisasi
dalam Lampiran 1] yang meru
Bupati ini.

UPTD Satuan Pendidikan sebagaimana tercantum
pakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan

BAB IV
TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 5

UPTD Satuan Pendidikan adalah Kepala' Sekolah dalam rangka pelaksanakan
dukungan kegiatan belajar mengajar.

UPTD Satuan Pendidikan cdalam me
dalam pasal 3 ayat (2) mempunyai fun

a. melaksanaan dar.

laksanakan tugas sebagaimana dimaksud
gSi :

pengaturan proses belajar mengajar,

Scanned by TapScanner




L. melaksanakan pembinaan don penguiiean kegiatan pendidilen fua wekilal,

olalivpaga dinn kesenian pelajar di sekolah

¢ melaleanalogm pewibinaan dan PengOrgaiisaaingg povididile, e
epenadisdiloan oy aebiolal
L L T L e L e s GO, S B fd o Rt e L o
ool vsanah oy o sl ketatonasliman, keainwaan . Kelenapaer BRians
prasana dan keuangan,
omelhalisanakan pemantavnan dan evaluanl pelakaapaan LUERBHY A

g melaksanasn fungst lnm vang diberbkan oleh Kepala Dinas seauni Ketentinn

(1)

(2]

(1)

Raglan Kedua
Kopals fekolah

Pasnl G

Kepala Sckolah sebagaimana dimaksud  dalam Preal 4 huaeat 6 merapiloar

labatan fungmonal gura atan pamong belnjar yang diberilcan tugas Guanbehan,

yang dalam melakaanakan tigasnyn berada di bawah dan bertanggangiawial)
kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas,

Kepala Sekolah memiliki fungsi .

mergorpgansasthan, mengaranhlan, mengoordinamian than trlr'npi}_'.;wHﬁi PITOBReEN
kegiatan belujar mengagar,

L. menvelenggarakan administrasl perencanann, pengorganinasion, pengaraban
dan  pengendalian,  pengawnsan,  pelaporan,  kurikulum,  kKesiswaan,
Ketatausabaan, Ketenagann dan wavana / prasarana;, dan

.

mengatur kegintan proscs belajar, bimbingan, ekstrakurikuler, ketataunshnan
dan organisasi kesiswaan,

Baginn Ketiga
Kelompok Jubatan Fungsional

Pasnl 7

Kelompok Jabatan Fungsional scbagaimana dimaksud pada pasal 4 huruf b
meru;?ﬂkan guru atau pamong belajar yang mempunyai tugas melalksanakan
sebagian tugas Satuan Pendidikan sesual denpgan keahlian dan kebutuhan yang

Aalam melaksanakan tugssnva heradn dibawah dan bertanggong iawab kepada
e eviel vk Oal

helompuk dabatan b Ungsional sebhagaimane dimaksud pada ayat {1} mempunyai
fungs |

a. melaksanakan pembuatan perangkat pembelajaran

b. melaksanakan kegiatan pembelajaran;

¢. melaksanakan kegiatan penilaian dan evaluasi kegiatan proses pembelajaran,
d. melaksanakan analisis hasil pembelajaran harian;
.

menyusun dan melaksanakan program perbaikan dan pengayaan;
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(%)

(S)

(6)

(1)

(3)

(3)

6)

Nl e 1alon YWilidyah ht.‘t;'af.'lﬁ’

“@an Bidang Pendidikan sebagaimana dimaksud pada

avatr (1. diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Dinas Pendidikan atas
Perseliijuan Bupat,

ana dan prasarana serta Pegawail Aparatur

a. melaksanakan

;Hw1dmhhlddlaltnaga Kependidikan.

melaksanakan koordinasi lomba-lomba di
d. melaksanakan tugas administras;j

€. melaksanakan pelaporan pelaksanaan tugas kepada kepala dinas pendidikan
kabupaten.

wilayah kerjanva:

di lingkungan koordinator wilayah; dan

Dalam melaksanakan tugas

Jabatan Fungsional dar Kelompok Jabatan Pelaksana waji

koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi bajk i
unit lainnya,

Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahanny

4 masing-masing
i Jﬂx!vwadzprﬂnnnpﬂnyﬂuwum?inrnﬁﬂﬂhﬂlangkahﬂangkah

yang diperlukan.
NCHAap pimpinan satuan organisasi . |

mengkoordinasi bawahar masing-masing dan membe
petunjuk bagi pelaksanaan fugas bawahannya.

Setiap pimpinan satuan or
bertanggung Jawab pad
berkala tepat wakiy.

ganisasi wajib mengikuti dan mematuh; petunjuk dan
a atasannya masing-masing serta menyampaikan laporan
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BAB V1]
HETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Kepala Sekolah.

Jabatan Fungsional,
oleh Bupatj ses\|

| Jabatan Pelaksana diangkat dan diber hentikan
a1 dengan peraturan

pcrundmg-undangan yang berlaku.

Pasal 12

an Kebudayaan Kabupaten
inyatakan tidak berlakuy,
Pasal 13
Prrariican Rupati ini my)ja; berlaku sejak ¢

angpal diundangkan
.-'Ik,_Liu[ SCUAD Lreng mengetahuinya, memenrintahkan Pengundangan Pe
GUan Penempatannya dalam Bejita D

_ craturan Bupati in
acrah Kabupaten Pesawaran.

Ditetapkan d;
Pada tanggal

Gedong Tataan
) Jénuari 2022
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